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Skenario SPT Tahunan Yayasan Nirlaba PAUD

Pada Tahun Pajak 2025:

o YAYASAN PAUD MERDEKA adalah badan yang bergerak dalam usaha jasa

o YAYASAN PAUD MERDEKA menggunakan metode pembukuan stelsel akrual

o Tahun buku yang digunakan adalah Januari s.d. Desember 2025 dan atas pembukuannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP)

o Penghasilan selama setahuan YAYASAN PAUD MERDEKA berasal dari:

• Penerimaan dari siswa meliputi pendaftaran, KBM, SPP, Seragam, Pengembangan dan lainnya sebesar Rp.218.300.000,-

(detil sesuai laporan keuangan terlampir)

• Penerimaan lainnya sebesar Rp17.000.000,-

• Dana BOP sebesar Rp18.000.000,- (bukan objek pajak)

o Pada akhir tahun 2025 terdapat Sisa Lebih sebesar Rp18.400.000,- (komersil). YAYASAN PAUD MERDEKA tidak memperoleh

sisa lebih dari tahun 2024 (baru memperoleh tahun 2025) -pertama kali-.

o Pembayaran honor pengajar dalam setahun untuk 4 orang sebesar Rp192.000.000,- masing-masing @Rp.4.000.000,- masih

dibawah PTKP ,- (detil sesuai laporan keuangan terlampir)

o Terdapat biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp.4.500.000,- , namun gedung merupakan peminjaman dari pemilik yayasan ,-

(detil sesuai laporan keuangan terlampir)
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Bagian 1 Pengenalan Induk
SPT Tahunan Badan
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ℹ️ Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Secara default,
Konsep SPT akan menyajikan:
• Induk SPT: (10 Bagian, huruf A-J)
• L2: “Daftar Kepemilikan” 

o Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, 
dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba 
yang dibagikan serta Daftar Susunan
Pengurus dan Komisaris

o Daftar Penyertaan Modal, Utang, 
dan/atau Piutang Pada Perusahaan
Afiliasi

• L11-B: “Perhitungan Biaya Pinjaman
Yang Dapat Dibebankan Untuk
Keperluan Penghitungan PPh” ️ ℹ️

Default – SPT
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ℹ️ Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul Layanan
Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 
Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. 
LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:
1. Pembukuan Stelsel Akrual

(Secara default sistem akan mengambil data pembukuan dari
data registasi Wajib Pajak, namun WP dapat mengubah isian
dalam pengisian SPT)

2.   Pembukuan Stelsel Kas ℹ️
(Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin
pembukuan dengan stelsel kas)

Induk SPT– Header 

Klik untuk memperbarui data prefil dari
Coretax termasuk Bukti Potong
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• Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

ℹ️ Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail 
Kontak

0012345678910000

YAYASAN PAUD MERDEKA

adminpajak@yayasannyapaud.com

085677777777

Induk SPT– A. Identitas Wajib Pajak
6
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Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan
Keuangan):
• Umum (L1-A)
• Pabrikan (L1-B)
• Perdagangan (L1-C)
• Jasa (L1-D)
• Bank Konvensional (L1-E)
• Dana Pensiun (L1-F)

• Asuransi (L1-G)
• Properti (L1-H)
• Bank Syariah (L1-I)
• Infrastruktur (L1-J)
• Sekuritas (L1-K)
• Pembiayaan (L1-L)

Kolom:
• 2.a. Opini Auditor

(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian
dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, 
Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)

• 2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP 
Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit

• 2.c. Nama Kantor Akuntan Publik
akan terbuka jika pertanyaan “2. Apakah Laporan Keuangan
diaudit oleh Akuntan Publik?” diisi dengan jawaban ✅ “Ya”

Induk SPT– B. Informasi Laporan Keuangan 

Untuk Yayasan Nirlaba PAUD 
silahkan memilih Sektor Jasa (L1-D)
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(L-1…)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran 1
L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
L1B : WP sektor usaha Manufaktur
L1C : WP sektor usaha Dagang
L1D : WP sektor usaha Jasa
L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
L1G : WP sektor usaha Asuransi
L1H : WP sektor usaha Properti
L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
L1K : WP sektor usaha Sekuritas
L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

Lampiran ini akan terbuka, jika mengisi pertanyaan di Induk SPT huruf B. Informasi Laporan Keuangan
angka 1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1. 
Untuk PAUD akan memilih Jasa L1-Dℹ️
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Pemilihan laporan keuangan didasarkan pada preferensi Wajib Pajak dalam melaporkan
laporan keuangannya. Tidak mengikat ke KLU, karena Wajib Pajak bisa memiliki multiple KLU 
(multisektor usaha).

Wajib Pajak tinggal melihat dan memilih yang mana merupakan bisnis utama Wajib Pajak. 
Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan selain bisnis utama, maka WP dapat memasukkan
penghasilan tersebut ke Penghasilan Lain.

Untuk PAUD lebih mendekati Sektor Usaha Jasa (L1-D) 
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L1-D  Rekonsiliasi Laporan Keuangan

0000000000000000

You are currently impersonating user: - YAYASAN NYA PAUD 0012345678012000-

0012345678012000 YAYASAN NYA PAUD

Lampiran 1 (L1) Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk
menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari: 
A. laporan laba rugi, termasuk: 

(a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final; 
(b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak; 
(c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial; 
(d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial; 
(e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan 

B. laporan posisi keuangan (neraca). 
Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang 
diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi
keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Untuk Yayasan Nirlaba PAUD Laporan Laba Rugi
biasa dinamakan Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran dengan hasil Selisih Lebih/Kurang
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L1-D  Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Pada materi ini yang dicontohkan
adalah PAUD memlih sektor Jasa (D).
Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan 
L1-D berisi :
A. Laporan Laba Rugi
B. Laporan Posisi Keuangan

(Neraca)

[1] Lampiran L1-D otomatis terbuka jika
wajib memilih sektor usaha Jasa

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan terisi
otomatis sesuai pilihan waktu
pembuatan SPT

[3] Bagian A. Laporan Laba Rugi di isi
sesuai dengan laporan laba rugi
komersial dan fiskal

[4] Bagian B. Laporan Posisi Keuangan
di isi sesuai dengan laporan neraca
keuangan badan

0012345678012000

1

2

3

4

You are currently impersonating user: - YAYASAN PAUD MERDEKA 

00
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Klik logo       untuk mengisi maupun mengedit nilai

L1-D.A Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi diisi dengan Laporan Keuangan
Yayasan Nirlaba PAUD (Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran)

12
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Penerimaan Lain dimasukkan dalam 4199 (a) 
Pendapatan Usaha Lainnya (b) dengan nilai
yang sama (c) sebesar Rp17.000.000

Selisih Lebih Fiskal badan atau lembaga
nirlaba yang bergerak dalam bidang
Pendidikan merupakan Bukan Objek Pajak 
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU HPP dan 
dimasukkan dalam kolom Bukan Objek
Pajak dalam Penghasilan Jasa 4021 sebesar
Rp400.000,- (diakumulasikan dengan nilai
Dana BOP menjadi Rp18.400.000)

▪ Sesuaikan akun yang ada dalam Laporan
PAUD dengan akun yang terdapat dalam
L1-D Laporan Laba Rugi pada Coretax. 

▪ Akumulasikan seluruh akun dan 
dimasukkan dalam 4021 (a) Penghasilan
Jasa (b) sebesar Rp219.300.000,- (c)

▪ Dari seluruh akumulasi tersebut tidak
semua merupakan objek pajak. Dana BOP 
sebesar Rp18.000.000,- merupakan
Bukan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4 
ayat (3) UU HPP

Contoh Laporan
Penerimaan dan 
Pengeluaran Yayasan PAUD

1
1

3

3

2

2
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Nilai akumulasi akun dari Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran sebesar Rp219.300.000 
dimasukkan ke kolom NILAI (KOMERSIAL)

b
c

L1-D Pengisian Penghasilan dari Jasa

Untuk kolom lain seperti:
DIKENAKAN PPh FINAL, PENYESUAIAN 
FISKAL POSITIF/NEGATIF harus diisi dengan
angka 0

Kode akun yang akan diinput dalam
L1-D aplikasi Coretax

a

a

c

Nama akun yang disesuaikan akumulasi dari
Uang: Pendaftaran, Penunjang KBM, SPP, 
Pengembagan, Seragam, dan Dana BOP
dimasukkan dalam Pendapatan Jasa

b

Jumlah angka Rp18.400.000 dalam kolom Non 
Objek Pajak merupakan akumulasi nilai dari:
• Dana BOP
• Selisih Lebih Fiskal
yang merupakan Non Objek Pajak sesuai Pasal
4 ayat (3) UU HPP

d

d
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Penerimaan Lain dimasukkan dalam
akun Pendapatan Usaha Lainnya
termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat
(1a) UU HPP

L1-D Pengisian Pendapatan Usaha Lainnya

b

c

a

Masukkan Nilai Komersial (nilai pada 
Laporan Keuangan)

3
Kode akun yang akan diinput dalam
L1-D aplikasi Coretax

b

c
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L1-D Hasil Pengisian Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Jasa meliputi Pendaftaran, Penunjang KBM, SPP, 
Pengembagan, Seragam, dan Penerimaan Lainnya

Penyesuaian Non Objek Pajak dari akumulasi Dana BOP dan Selisih
Lebih Penerimaan dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
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Merujuk pada Pasal 4 Ayat (3) huruf m UU HPP, serta dipertegas dalam PER 44/PJ/2009, sisa lebih yang
diperoleh yayasan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Digunakan/ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada pihak yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang membidanginya;

2. Penggunaan tersebut harus dilakukan paling lama 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diperoleh;
3. Lembaga/entitas harus menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan transparan;
4. Lembaga/entitas harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP atas rencana penggunaan sisa lebih

tersebut bersamaan dengan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Dalam hal jumlah sisa lebih tersebut tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan
prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, sisa lebih tersebut akan diakui sebagai objek PPh pada
akhir tahun setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut berakhir. Jumlah sisa lebih tersebut, wajib
dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan untuk tahun pajak diakuinya sisa lebih
tersebut sebagai koreksi fiskal.

Ketentuan Selisih Lebih
17
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Biaya ATK sampai dengan Pembelian 
Bahan Pembelajaran dimasukkan dalam
akun Coretax sebagai Beban Usaha
Lainnya 5399 sebesar Rp25.900.000,-

Honor Pengajar dimasukkan dalam akun
Coretax Gaji, Tunjangan, Bonus, 
Honorarium, THR, dsb (5311) sebesar
Rp192.000.000,-

www.pajak.go.id

Contoh Laporan
Penerimaan dan 
Pengeluaran Yayasan PAUD

3

4

3

4
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Beban Usaha pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia dengan penyesuaian yang diperlukan:
a. Untuk Honor Pengajar dapat masuk dalam Gaji, Tunjangan Bonus, Honorarium, THR, dsb. Dalam kasus PAUD ini pengajar masih dibawah

PTKP.
b. Untuk biaya seperti:

Pembelian ATK, Kesekretariatan, Biaya Air, Listrik, dan Telepon, Pengadaan Seragam, Pemeliharaan Gedung, Pengembangan SDM, Biaya
Transportasi, Pembelian Bahan Pembelajaran, Biaya Lain Tak Terduga
Diakumulasi dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

www.pajak.go.id

L1-D Pengisian Beban Usaha

3

4

3

4
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▪ FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
▪ FPO-02 Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
▪ FPO-03 Dihilangkan dan diganti “-” karena sudah tidak digunakan lagi
▪ FPO-04 Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
▪ FPO-05 Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
▪ FPO-06 Pajak penghasilan
▪ FPO-07 Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
▪ FPO-08 Sanksi administrasi
▪ FPO-09 Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
▪ FPO-10 Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
▪ FPO-11 Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
▪ FPO-12 Penyesuaian fiskal positif lainnya
▪ FNE-01 Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
▪ FNE-02 Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
▪ FNE-03 Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
▪ FNE-04 Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom “kode koreksi fiskal” tidak perlu di isi

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-D
20
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L1-D Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian Laporan Posisi Keuangan harus sesuai dengan Laporan
Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan
dengan klik tombol “Simpan Konsep” agar draft SPT yang sudah dibuat
tersimpan

1
2

1
2

3

4

4

5

5

6

6

3

7

7
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Pertanyaan Bagian C ✅ Ya ❌ Tidak

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh
yang bersifat Final? *

Lampiran L-5 Jumlah Peredaran Bruto dan angka
1.b.

lanjut pertanyaan berikutnya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya
penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang 
dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Angka 17.b “Apakah terdapat Surat Keputusan 
Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan
Pembayaran Pajak?” dan menutup bagian D.

Buka bagian D. Penghitungan
PPh (umum)

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan 
yang dikenakan PPh yang bersifat final?

Lampiran L-4 Bagian A “Penghasilan Yang 
Dikenakan PPh Yang Bersifat Final”

Sistem memvalidasi apakah WP 
memiliki bukti potong final 

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
yang tidak termasuk objek pajak? *

Lampiran L-4 Bagian B “Penghasilan Yang Tidak 
Termasuk Objek Pajak”

lanjut pertanyaan berikutnya

www.pajak.go.id

Induk SPT– C. Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan 
yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Untuk contoh kasus ini pertanyaan 1.a. dan 2. dijawab “Tidak” untuk pertanyaan 3. dijawab “Ya” karena terdapat Sumbangan dari Pemerintah (Dana BOP) 
kemudian mengisi Lampiran 4 Bagian B (L4-B)
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(L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak 
Final dan Daftar Penghasilan yang 
Bukan Merupakan Objek Pajak 
B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Lampiran 4
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Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk
objek pajak.
Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

www.pajak.go.id

L4 – Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

2025

0012345678910000

24
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Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik 
tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau
icon “Tempat Sampah” [3]

1

2 3

www.pajak.go.id

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
25
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2

1

3

4

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai 
berikut:
[1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisikan jenis penghasilan.
[2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
[3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
[4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
[5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

www.pajak.go.id

5 5

26
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Nilai Total Penghasilan Non Objek Pajak di Lampiran 1  “Rekonsiliasi Laporan
Keuangan” harus sama dengan Jumlah Penghasilan Bruto pada Tabel B. 
Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di Lampiran 4 Bagian B.

www.pajak.go.id

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
27
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Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan
Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Induk SPT– D. Penghitungan PPh
28
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Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta untuk menjawab bagian
berikutnya “5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas
Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa
pengurangan penghasilan neto?

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi
Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman
Modal)

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal 
berupa pengurangan penghasilan neto sehingga dipilih Tidak 

29
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Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta
untuk menjawab pertanyaan
berikutnya “7. Penghasilan Neto 
Fiskal Setelah Fasilitas Pajak”

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi Lampiran 13 B (Daftar 
Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)
• Tabel A (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang

Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau
Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

• Tabel B  (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau
Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik
Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu sehingga dipilih Tidak 
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Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4. 
Penghasilan Neto Fiskal
Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.
Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Rangka Penanaman Modal berupa
Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.
Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, 
Pemangangan, dan/atau Pembelajaran
dalam Rangka Pembinaan & 
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu
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Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta untuk menjawab
pertanyaan berikutnya “10. Apakah Wajib Pajak 
memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Tertentu? ”

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi
Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)

www.pajak.go.id

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan sehingga
dipilih Tidak
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Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7. 
Penghasilan Neto Fiskal

Setelah Pajak

Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat

dikompensasikan
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Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta
untuk memilih “11. Tarif Pajak”

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi Lampiran 13 B (Daftar 
Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)
• Tabel C (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang

Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
• Tabel D  (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

www.pajak.go.id

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk
Penelitian dan Pengembangan sehingga dipilih Tidak 
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Pilih tarif pajak yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:
• Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh (Tarif PPh Badan 22%) 
• Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh (Tarif PPh Badan 19%)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor
diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

• Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh (Tarif PPh Badan 50%x 22%)
Jika memilih tarif ini, maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri 
Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh) (Untuk PAUD pada skenario ini dipilih tarif pajak ini karena memilki peredaran bruto <50M sesuai
SE-02/PJ/2015 sehingga perlu mengisi Lampiran 8)

• Tarif Pajak Lainnya
WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Jika memilih tarif ini, maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Induk SPT– D. Penghitungan PPh
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(L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang
Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan 
Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 
31E ayat (1) Undang-undang PPh

Lampiran 8
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Lampiran 8 digunakan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah) yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan
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[1] Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan
semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari
kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi
dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai
dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi: 
• penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final;
• penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final; dan 
• penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

1

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan
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[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dengan rumusan:

[3] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan:

[4] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto
yang memperoleh fasilitas yaitu:

2

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

3

4
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[5] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto
yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

[6] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

6

5
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Kolom ini merupakan hasil perhitungan
dari:

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

www.pajak.go.id

Tarif Pajak
(D.11)

Penghasilan
Kena Pajak

(D.9)

Fasilitas Pengurang Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Tertentu
(D.10)

Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada 
Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) 
Undang-undang PPh.

x -

ℹ️
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Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta untuk
menjawab pertanyaan berikutnya “15. Surat 
Tagihan Pajak PPh Pasal 25”

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi Lampiran 
3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut
oleh Pihak Lain

www.pajak.go.id

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau
dipotong/pungut oleh pihak lain sehingga dipilih Tidak 
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Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun
411126-100 

www.pajak.go.id
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Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang 
akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

ℹ️ Nilai yang diisikan merupakan nilai seluruh STP yang sudah terbit walaupun belum dibayar, karena STP akan tetap
ditagihkan (PER-30/PJ/2017 stdt PER-11/PJ/2025)

www.pajak.go.id
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Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta untuk
menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya “F. 
PPh Kurang/Lebih Bayar”

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi Lampiran 
13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)

www.pajak.go.id

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki Fasilitas Pengurang PPh Badan sehingga dipilih Tidak 
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Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12. 
PPh terutang

Angka E.13. 
Apakah terdapat kredit
pajak yang dibayarkan
di luar negeri dan/atau
dipotong/ pungut oleh 
pihak lain?

Angka E.14. 
Angsuran PPh
Pasal 25

Angka E.15. 
Surat Tagihan
Pajak PPh Pasal 25 
(hanya pokok
pajak)

Angka E.16. 
Apakah Wajib Pajak 
memperoleh
Fasilitas
Pengurangan PPh
Badan?

www.pajak.go.id
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Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

Jika pilih ❌ ”Tidak”, maka diminta
untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih ✅ ”Ya”, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat
diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan 
Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

ℹ️ Apabila WP mengajukan dan memperoleh Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, maka angka persetujuan
Angsuran/penundaan akan ter-prefill otomasi pada kolom 17.B. Wp dapat submit SPT status KB tanpa pembayaran sepanjang sudah ada SK Persetujuan
Angsuran/penundaan.

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak memiliki Pengangsuran dan Penundaan sehingga dipilih Tidak 
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Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.b 
Apakah terdapat Surat Keputusan 
Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

Angka F.17.a 
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

www.pajak.go.id
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Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

ℹ️
Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik
pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. 

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

www.pajak.go.id
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Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

www.pajak.go.id

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.18.a 
PPh yang kurang atau lebih
bayar karena pembetulan

Angka F.17.a 
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

ℹ️ Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. 
Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

50



www.pajak.go.id

Dalam hal hasil perhitungan pada angka17a (PPh Kurang/Lebih Bayar) atau angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena 
Pembetulan) menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:
• Dikembalikan melalui pemeriksaan

Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

• Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

Untuk PAUD dalam kasus ini NIHIL karena meskipun terdapat Sisa Lebih Penerimaan berdasarkan
(Pasal 4 ayat (3) UU HPP) maka dikecualikan dari Objek Pajak dengan persyaratan tertentu.
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Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih rekening bank yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan
pembayaran.

ℹ️ Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal Saya -->    
Perubahan Data --> Identitas Wajib Pajak --> Rekening Bank --> Isi Data Rekening Bank --> Lampirkan Foro Buku
Tabungan/Rekening Koran Halaman Pertama -->Submit

Setelah mendapat approval petugas KPP, maka data rekening akan terbaharui.

www.pajak.go.id

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar
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Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak
tertentu yang harus menyampaikan laporan
penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih ❌
”Tidak”.

Wajib pajak diminta untuk mengisi lampiran 6. 
Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan

Jika wajib pajak merupakan:
• wajib pajak Bank
• wajib pajak BUMN/BUMD
• wajib pajak masuk bursa
• wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan

membuat laporan keuangan berkala

pilih ✅ ”Ya”, maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25

Untuk PAUD dalam kasus ini dipilih Tidak karena bukan WP tertentu yang harus menyampaikan
Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

53



www.pajak.go.id

Pertanyaan Bagian H ✅ Ya ❌ Tidak

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan
istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan
penduduk tax haven country?

Lampiran 10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan
Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax 
Haven Country)

lanjut pertanyaan berikutnya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan
Dokumen Penentuan Harga Transfer? 

Lampiran 10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen
Lokal

lanjut pertanyaan berikutnya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan 
afiliasi?

Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, 
dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

lanjut pertanyaan berikutnya

www.pajak.go.id

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi 

Untuk PAUD dalam
kasus ini tidak memiliki
hubungan Istimewa 
sehingga dipilih Tidak 
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Pertanyaan Bagian H ✅ Ya ❌ Tidak

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau
perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan
afiliasi?

Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan
Modal, Utang, dan/atau Piutang pada 
Perusahaan Afiliasi

lanjut pertanyaan berikutnya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau
amortisasi fiskal?

Lampiran 9. Daftar Penyusutan dan 
Amortisasi Fiskal

lanjut pertanyaan berikutnya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya
promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk
natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih?

Lampiran 11A. Rincian Biaya Tertentu lanjut pertanyaan berikutnya

www.pajak.go.id

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi 

Untuk PAUD dalam
kasus ini dipilih Tidak 
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Pertanyaan Bagian H ✅ Ya ❌ Tidak

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-
daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto

Lampiran 13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal lanjut pertanyaan
berikutnya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Lampiran 14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana

lanjut pertanyaan 
berikutnya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen
dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak?

Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi
Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak

lanjut pertanyaan 
berikutnya

Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi 

Untuk PAUD dalam kasus ini
dipilih pertanyaam 21.g. 21.h. 
dan 21.i dipilih Tidak 
Namun, untuk pelaporan
2026, PAUD ini akan mengklik
Ya karena pada pelaporan
2025 terdapat Sisa Lebih
Penerimaan sehingga PAUD 
akan mengisi Lampiran 14 
pada pelaporan 2026 
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Lampiran 
14

Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana 
dan Prasarana

Untuk PAUD dalam kasus ini, Sisa Lebih Penerimaan akan
dilaporkan pada periode Pelaporan SPT 2026 (berikutnya) 
bukan tahun 2025.
Nilai penggunaan yang dilaporkan dalam Lampiran 14 
pada periode Pelaporan SPT 2026 adalah Sisa Lebih
Penerimaan Fiskal sebesar Rp400.000,-
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L14– Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan 
Pengadaan Sarana dan Prasarana

Lampiran 14  - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana 
dan Prasarana digunakan untuk melaporkan selisih lebih dari penghitungan seluruh
penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang 
bersifat final dan/atau bukan objek PPh, dikurangi dengan biaya mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Sisa lebih dimaksud merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:
• Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang 

membidanginya; dan
• Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak daam bidang Pendidikan dan/atau

bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 
membidanginya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan 
pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan Kembali dalam bentuk Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan 
prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut.

1
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L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan 
Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak
dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan
sebagai berikut:

[2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa
lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau
Lembaga

[3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau
diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan
yang disediakan untuk ditanamkan kembali
selama 4 (empat) tahun

[4] diisi dengan bentuk penanaman kembali sisa lebih, 
antara lain:
• Ditanamkan kembali dalam bentuk

pembangunan dan pengadaan sarana dan 
prasarana yang digunakan sendiri

• Ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan 
prasarana untuk fasilitas umum

• Ditanamkan kembali dalam bentuk
pembangunan dan pengadaan sarana dan 
prasarana yang diberikan kepada badan atau
Lembaga lain

• Ditanamkan dalam dana abadi

2

3

4
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L14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan 
Pengadaan Sarana dan Prasarana

[5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang dierima atau
diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun
pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada
tahun ke-1,2,3, atau 4. 

[6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil
penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d.
tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.

[7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih
yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini
diperoleh dari hasil penghitungan Penyediaan Sisa 
Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 
tahun dikurangi dengan jumlah penggunaan sisa
lebih.

[8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang 
melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang 
Rupiah

Klik “💾 Simpan” untuk menyimpan

5

7
6

8
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Induk SPT– H. Pernyataan Transaksi 

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan
pengembalian, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto (lampiran ini terbuka jika
WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban ✅ Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan
pengembalian pajak secara terpisah

Untuk PAUD dalam kasus ini dipilih diisi 0
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Induk SPT – I. Lampiran Lainnya
a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang 

telah diaudit wajib pajak
Laporan keuangan wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak 
Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan
(pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, 
laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan
yang telah diaudit.

a.2.Laporan keuangan konsilidasi untuk wajib
pajak grup
Hanya untuk Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di 
Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang
usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) 
maupun tidak melalui BUT

1

Untuk PAUD dalam kasus ini dipilih
hanya melampirkan Laporan
Keuangan (tidak di-audit). 

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “Pilih
(Choose)”[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “Buka (Open)” 
[3] dan klik tombol “Unggah”. Ukuran file disarankan dibawah 20 Mb [4] dan 
akan muncul notifikasi [5] Tampilan File sudah berhasil diunggah [6]

2

3

4

5

6
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b. Opini Audit
Opini audit wajib dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang
menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan
Publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk
Usaha Tetap
BUT wajib melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan
sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri
Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti
pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan
kredit pajak luar negeri wajib dilampirkan

Induk – I. Lampiran Lainnya

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak
melampirkan dokumen berikut
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e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi
penanaman Kembali untuk bentuk usaha
tetap
Bukti realisasi penanaman kembali wajib dilampirkan untuk
pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak
sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang 
telah dibayar atau dipotong/dipungut atas
dividen yang diterima dari badan usaha luar
negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali
langsung

Induk – I. Lampiran Lainnya

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak
melampirkan dokumen berikut
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g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan
bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib tersebut wajib

h.  Laporan wajib pajak dalam rangka
pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh
bagi wajib pajak badan dalam negeri yang 
berbentuk perseroan terbuka
Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh,
laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Induk – I. Lampiran Lainnya

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak
melampirkan dokumen berikut
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h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki
Hubungan Istimewa

i.  Tanda terima elektronik penyampaian laporan per 
negara (Country-by-Country Report)

j.  Dokumen lainnya
Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum
termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan
pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain 
yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha
berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat 
serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib
dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

Induk – I. Lampiran Lainnya

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara yang sama
seperti menggunggah Laporan Keuangan klik tombol “Pilih
(Choose)”[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol
“Buka (Open)” [3] dan klik tombol “Unggah” [4]

Untuk PAUD dalam kasus ini tidak
perlu mengunggah dokumen untuk
lampiran [h.2.] dan [i.] namun dapat
mengunggah dokumen pada huruf j.
Dokumen Lainnya misalnya Laporan
Realisasi BOP (Permendikbudristek
Nomor 2 Tahun 2022)
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Beri tanda “✅ “ untuk Pernyataan siap
menerima segala akibat termasuk sanksi-
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan
draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang 

telah dibuat

Jika sudah yakin dan benar silahkan
Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyampaikan

SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

1

2

3 4
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Induk – J. Pernyataan
67
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Bagian 2
Lampiran
SPT Tahunan Badan 
Lainnya
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(L-2)

Daftar Kepemilikan
(Pengurus PAUD)
A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan 

Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan
Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau
Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

Lampiran 2
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Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

• daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan
pengurus dan komisaris; dan

• daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak dan NPWP.

L2 – Daftar Kepemilikan
Data Pengurus PAUD

2025

0012345678910000
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Pemegang Saham 1 Alamat 1

www.pajak.go.id

Pemegang Saham 2 Alamat 2

Pemegang Saham 3 Alamat 3

Pemegang Saham 4 Alamat 4

Pemegang Saham 5 Alamat 5

0000000000000000

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar 
Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah
tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil”

L2 – Daftar Kepemilikan
Data Pengurus PAUD 71
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2

1

4
5

6

7
8

9

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit
data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[1] Data nama pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini.

[2] Data alamat pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini.

[3] Data negara asal pengurus. Data dapat diubah dan 
diberikan pilihan berupa daftar menurun.

[4] Data NPWP/NIK pengurus. Data sudah tersedia dan 
tidak dapat diubah pada menu ini.

[5] Data jabatan pengurus. Data sudah tersedia dan tidak
dapat diubah pada menu ini. 

[6] Data modal disetor (Rp). Data dapat diubah dengan 
mengisikan nominal yang disetorkan. 

[7] Data modal disetor (%). Data dapat diubah dengan 
mengisikan persentase modal yang disetorkan. 

[8] Data nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham. 
Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividen yang 
diterima oleh pemilik saham.

[9] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah
diinput.

PEMEGANG SAHAM 1

ALAMAT 1

3

www.pajak.go.id

ℹ️ Catatan:
• Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain termasuk PAUD 

dalam skenario ini yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, 
serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan
pengurus dan komisaris

• WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci
per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila
kepemilikan sahamnya berjumlah ≥ 5% dari jumlah modal disetor

3217122601770007

L2 – Daftar Kepemilikan
Data Pengurus PAUD 72
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Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun
tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan.

L2 – Daftar Kepemilikan
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Lampiran 
11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang 
dapat Dibebankan untuk Keperluan
Penghitungan Pajak Penghasilan
A. Perhitungan EBITDA
B. Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt to Equity 

Ratio)
C. Penghitungan Biaya Pinjaman

ℹ️ Lampiran ini secara default akan terbuka untuk semua jenis wajib pajak. Namun, tidak seluruh Wajib Pajak perlu mengisi dalam hal memenuhi
ketentuan pengecualian pada peraturan penghitungan biaya pinjaman yang berlaku (169/PMK.010/2015)
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L11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan 
untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Untuk PAUD dalam kasus ini, tidak memiliki
biaya pinjaman untuk dibebankan dalam
penghitungan Pajak Penghasilan
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Video Panduan 

Salindia (Slide)
www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan

Youtube @DitjenPajakRI

Link Materi Edukasi

www.pajak.go.id

Pindai di Sini

Pindai di Sini

SPT Tahunan PPh pada Coretax

Simulator Terpandu
spt-simulasi.pajak.go.id

Pindai di Sini
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Terima Kasih
Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

edukasi.pajak.go.id

Edukasi perpajakan di

pengaduan.pajak.go.id
Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

@DitjenPajakRI
Follow media sosial kami


